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ABSTRAK

PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI ANAK YANG MEMILIKI IBU
SAMBUNG PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh
ANGGY SAFERA

Pembagian waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
Kompilasi Hukum Islam sering menimbulkan persoalan dalam praktik, terutama
terkait kedudukan dan hak waris anak, termasuk anak yang memiliki ibu
sambung. Permasalahan pada penelitian ini adalah perbandingan filosofi, asas-
asas, dan Pasal- dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian waris, pembagian hak waris
anak menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, dan pembagian hak
waris anak yang memiliki ibu sambung dalam perspektif KUH Perdata dan
Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan tipe
penelitian deskriptif dengan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan
adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, data tersebut
akan diverifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data oleh penulis yang kemudian
dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa KUH Perdata dan KHI
memiliki perbedaan mendasar dalam filosofi, asas-asas, dan Pasal-Pasal
pembagian waris, di mana KUH Perdata berlandaskan prinsip individual dan
kesetaraan, sedangkan KHI berlandaskan prinsip keadilan proporsional
berdasarkan syariat Islam. Pembagian hak waris anak menurut KUH Perdata
didasarkan pada hubungan darah dan kedudukan hukum anak sebagai ahli waris
sah, sedangkan dalam KHI ditentukan berdasarkan hubungan nasab dan ketentuan
bagian waris dalam Al-Quran. Anak yang memiliki ibu sambung, baik KUH
Perdata maupun KHI menegaskan bahwa hubungan perkawinan orang tua tidak
memutus hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya, sehingga anak
tetap memperoleh hak waris dari orang tua kandung, sementara ibu sambung
hanya berhak mewaris sebagai istri pewaris dengan bagian tertentu.

Kata Kunci: Anak Kandung, Ibu Sambung, KHI, KUH Perdata, Waris.



ABSTRACT

THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE RIGHTS FOR CHILDREN WITH
STEPMOTHERS IN THE PERSPECTIVE OF THE CIVIL CODE AND THE
ISLAMIC LAW COMPILATION

By
ANGGY SAFERA

The distribution of inheritance based on the Civil Code and the Compilation of
Islamic Law often raises practical issues, particularly regarding the status and
inheritance rights of children, including those with stepmothers. The problem in
this research is a comparison of the philosophy, principles, and articles in the
Civil Code and the Compilation of Islamic Law regarding the distribution of
inheritance, the distribution of children's inheritance rights according to the Civil
Code and the Compilation of Islamic Law, and the distribution of inheritance
rights of children with stepmothers from the perspective of the Civil Code and the
Compilation of Islamic Law.

The research method used is normative legal research and descriptive research
with a comparative approach. The data used is secondary data consisting of
primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method was
conducted through literature review. The data will be verified, classified, and
systematized by the author, and then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the Civil Code and the
Compilation of Islamic Law have fundamental differences in the philosophy,
principles, and articles of inheritance distribution, where the Civil Code is based
on the principles of individual and equality, while the Compilation of Islamic Law
is based on the principle of proportional justice based on Islamic law. The
distribution of children's inheritance rights according to the Civil Code is based
on blood relations and the legal status of the child as a legal heir, while in the
Compilation of Islamic Law it is determined based on the relations and provisions
on inheritance shares in the Quran. Children who have stepmothers, both the
Civil Code and the Compilation of Islamic Law emphasize that the marital
relationship of parents does not sever the legal relationship between the child and
their biological parents, so that the child still obtains inheritance rights from the
biological parents, while the stepmother only has the right to inherit as the wife of
the testator with a certain portion.

Keywords: Biological Children, Stepmother, KHI, Civil Code, Inheritance.
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|. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan manusia mempunyai hubungan
yang sangat erat kaitannya. Sebab kehidupan manusia terjadi beberapa peristiwa
penting dalam kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Hubungan
hukum terjadi sejak lahir, seperti hubungan dengan orang tua, saudara kandung,
dan kerabat dekat lainnya. Manusia hidup dalam dunia ini hanya bersifat
sementara, tidak ada yang abadi karena pada dasarnya semua manusia akan mati.
Kematian juga merupakan suatu peristiwa yang mempunyai akibat hukum bagi

yang ditinggalkan.

Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum
kematian seseorang, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut
masalah bagaimana pengurusan hak para keluarganya (ahli waris) terhadap
seluruh harta peninggalannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan
timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian
harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan nama Hukum Waris.
Selain itu, menjadi pertanyaan adalah siapa yang berhak memiliki dan mengurus

harta kekayaan tersebut. Hal demikian yang disebut sebagai pewarisan.!

Sementara itu yang mengatur tentang pewarisan adalah hukum waris. Hukum
waris merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai nasib kekayaan
orang setelah pemiliknya meninggal dunia. Mengatur peralihan harta kekayaan
yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi

para ahli waris. Sistem hukum waris di Indonesia ada 3, yaitu Hukum Waris

! Suparman, E. (2007). Hukum waris Indonesia. Refika Aditama, him. 27



Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Barat yang menjadi peninggalan
zaman Hindia Belanda yang bersumber pada Hukum Perdata Barat. Sehingga hal
ini menyebabkan penerapan aturan hukum waris di Indonesia yang sesuai dengan
kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan mendapat kesulitan, karena mengingat
beranekaragaman corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem
kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.?

Kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi.
Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah
waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta
harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih
hidup. Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh
ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli

waris yang berhak menerimanya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan yang dapat
berupa aktiva (aset) atau pasiva (kewajiban) dari si pewaris yang berpindah
kepada para ahli waris.> Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan
meningalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya.
Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk

menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris.

Warisan dalam kehidupan masyarakat mencerminkan hubungan hukum antara
ahli waris dan pewaris. Pembagian harta warisan tidak hanya sekadar pembagian
kekayaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, moral, dan norma yang
berlaku dalam masyarakat. Pembagian warisan merupakan salah satu aspek
penting dalam kehidupan bermasyarakat yang sering kali menimbulkan konflik di

tengah keluarga.

Di Indonesia terdapat tiga sistem yang mengatur pembagian waris, Yaitu
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi

2 Ali, Z. (2010). Pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, him 81.

¥ Maruw’atun, D. R., et al. (2024). "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris
Menurut Hukum Perdata (BW)." Amandemen: Jurnal llmu Pertahanan, Politik, Dan Hukum
Indonesia, Vol. 1 No. 3, him 352.



Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat. Adanya ketiga cara ini menunjukkan
bahwa hukum di Indonesia sangat beragam dan tidak hanya mengandalkan satu
sistem hukum saja.* Dengan berlakunya tiga sistem tersebut, masyarakat
Indonesia memiliki pilihan hukum dalam pembagian warisan sesuai keyakinan

dan kultur masing-masing.

Praktiknya masyarakat Indonesia pada umumnya mengacu pada dua sistem
pewarisan yang paling sering digunakan, yaitu sistem yang bersumber dari Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan sistem yang diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KUH Perdat mengatur pembagian warisan
secara individu dan proporsional sesuai dengan hubungan keluarga. Sementara
dalam KHI, pembagian warisan mengikuti prinsip-prinsip syariat islam serta
memastikan keadilan dengan menetapkan bagian waris tertentu bagi setiap

kelompok ahli waris.

Meskipun keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda, baik KUH Perdata
maupun KHI pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi
para ahli waris. Kedua sistem hukum tersebut hadir sebagai pedoman yang
membantu keluarga agar pembagian waris tidak dilakukan secara sembarangan
atau menimbulkan ketidakadilan. KUH Perdata memberikan aturan pembagian
secara individual bagi setiap ahli waris, sedangkan KHI menawarkan ketentuan

pembagian yang sudah rinci sesuai ajaran Islam.

Secara umum keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri
dari sekelompok orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan ataupun darah.’
Dalam keluarga, pembagian warisan tidak hanya tentang mengikuti aturan hukum,
tetapi juga tentang cara keluarga tetap menjaga hubungan yang baik setelah
anggota keluarga meninggal. Pembagian warisan sering kali menjadi sebuah
koflik bagi ikatan keluarga, karena saat itu setiap orang harus menghadapi
masalah dalam membagi hak dan harta, yang bisa menyebabkan perbedaan

* Hilman, H. (2021). Hukum Waris di Indonesia: Perdata, Islam, dan Adat. Prenadamedia
Group, him 23.

5 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Definisi keluarga. JDIH Kementerian
Keuangan.https://jdih.kemenkeu.go.id/kamushukum/keluarga?id=0a20efaac8720fe81221ac4a9fffe
cf0. diakses pada 14 April 2025.


https://jdih.kemenkeu.go.id/kamushukum/keluarga?id=0a20efaac8720fe81221ac4a9fffecf0
https://jdih.kemenkeu.go.id/kamushukum/keluarga?id=0a20efaac8720fe81221ac4a9fffecf0

pendapat. Keluarga yang mampu membagi warisan dengan menghargai aturan
hukum dan nilai kekeluargaan biasanya bisa melewati masa ini tanpa ada konflik
dalam keluarga. Sebaliknya, jika ada yang mengabaikan aturan atau sikap egois
dari salah satu pihak, sering kali akan memicu percampuran hingga hubungan
keluarga terganggu. Oleh karena itu, keluarga perlu siap memahami hukum waris
dan lebih mengutamakan musyawarah agar pembagian harta tidak hanya adil,
tetapi juga menjaga keharmonisan serta rasa saling menghormati di antara para
ahli waris.®

Faktanya, pembagian harta waris antara anggota keluarga sering kali masih terjadi
perselisihan. Pembagian harta warisan sering kali menimbulkan masalah-masalah
yang rumit diantara para ahli waris. Konflik yang muncul dalam proses
pembagian harta warisan sering kali dipicu oleh perbedaan kepentingan antara
ahli waris atau campur tangan pihak lain yang terlibat sehingga menimbulkan
pertentangan antara para ahli waris untuk berebut harta peninggalan dari pewaris.’

Hukum waris di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan
disebabkan oleh berbagai macam sengketa hukum waris dan kebutuhan
masyarakat yang semakin kompleks. Pembagian warisan sering kali menjadi isu
yang kompleks dalam masyarakat, terutama ketika melibatkan keluarga dengan
hubungan pernikahan kedua, seperti kehadiran ibu tiri. Fenomena keberadaan ibu
sambung dalam keluarga modern di Indonesia semakin sering ditemui, seiring

meningkatnya kasus perceraian dan pernikahan kembali.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia terus
meningkat dari tahun ke tahun, yang kemudian memicu terjadinya pernikahan
kembali dan membentuk keluarga baru. Penyebab pernikahan berakhir dapat
terjadi karena 2 hal, yaitu perceraian atau kematian. Berakhirnya perkawinan
membuat seseorang menyandang status janda atau duda. Beberapa orang mampu
mempertahankan status ini, tetapi beberapa orang juga memilih untuk menjalin

hubungan dengan orang baru yang diharapkan istri/suami baru dapat membantu

® Nasution, A. (2020).. Sosiologi Keluarga dan Dinamika Hubungan Antar Anggota.
Bandung: Alfabeta, him 56

“Ismiradi (2024). “Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan
Mempromosikan Harmoni Keluarga™. Journal Syntax Idea, Vol. 6, No. 05, Mei 2024, him 263.



menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dengan anak mereka tanpa ayah
atau ibu kandung. Pasangan baru itu disebut ayah atau ibu sambung dari anak

tersebut.®

Anak dalam keluarga yang kompleks seperti itu menghadapi situasi yang sulit
apabila teradi konflik dikemudian hari. Keberadaan ibu sambung dalam keluarga
bisa menjadi sumber konflik dalam pembagian warisan. Situasi ini membawa
konsekuensi hukum yang tidak sederhana, termasuk dalam hal pembagian waris.
Konflik warisan di dalam keluarga merupakan masalah yang sering terjadi dan

dapat menyebabkan ketegangan antara anggota keluarga.

Konflik ini biasanya muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara anak
kandung dan ibu sambung, terutama ketika tidak ada wasiat yang jelas atau ketika
harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak mencukupi untuk memenuhi
semua hak ahli waris. Dalam konteks ini, hak waris anak kandung dapat
terpengaruh oleh adanya ibu sambung, terutama ketika harta peninggalan tidak

dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satunya perkara warisan Nomor: 97/Pdt.G/2020/PTA.Mdn mengenai
pembagian harta warisan. Dalam perkara ini terdiri dari 5 orang yaitu empat
Penggugat, satu Tergugat. Kasus waris dari Alm. Mulyono dan Alm. Misnawati.
Setelah kedua orang tua biologis meninggal, terjadi sengketa antara anak-anak
dari pernikahan pertama dengan istri kedua mengenai hak atas warisan. Konflik
muncul akibat klaim harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan yang
diperoleh dari hasil harta bersama pewaris dengan istri pertamanya. Meskipun
harta tersebut telah dijual untuk membeli properti baru yang ditempati oleh istri
kedua, status harta sebagai bawaan dari perkawinan pertama tetap menjadi dasar

hukum untuk menentukan porsi waris.

Pembagian warisan yang melibatkan keluarga yang rumit seperti dalam putusan
tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dan penerapan hukum waris

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena itu, penelitian ini bertujuan

®Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Perceraian di  Indonesia  2023.
https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmMQ2ZFRKamNIZG9RMVo02VEdsb
VVUMDKkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html, diakses pada 14 April 2025.



untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana hak waris anak kandung yang
memiliki ibu sambung dapat ditentukan berdasarkan perspektif KUH Perdata dan
Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat
memberikan kejelasan, keadilan, dan perlindungan hukum dalam situasi yang

sering menimbulkan perbedaan pendapat.

Melalui kajian terhadap ketentuan pembagian hak waris anak yang memiliki ibu
sambung berdasarkan perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum
Islam,diharapkan proses pembagian warisan dapat berlangsung secara adil dan
proporsional serta dapat memberikan panduan yang lebih baik bagi masyarakat
dalam menyelesaikan sengketa warisan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini
dapat memberikan kontribusi pada perkembangan hukum keluarga dan menjadi
rujukan dalam menyelesaikan konflik serupa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yangtelah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan filosofi, asas-asas, dan Pasal-Pasal dalam KUH
Perdata dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian waris?

2. Bagaimana pembagian hak waris anak menurut KUH Perdata dan Kompilasi
Hukum Islam ?

3. Bagaimana pembagian hak waris anak yang memiiki ibu sambung persfektif

KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pembagian hak waris anak, baik menurut KUH
Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam kasus anak yang
memiliki ibu sambung. Kajian ini mencakup analisis prinsip-prinsip dasar
pembagian waris dalam kedua sistem hukum tersebut, termasuk hak-hak anak
kandung yang diatur oleh masing-masing aturan. Penelitian ini juga membahas
bagaimana peran ibu sambung memengaruhi distribusi warisan, mengingat
perbedaan konsep hukum dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

terkait hubungan kekeluargaan dan pembagian warisan.



Selain itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup normatif dengan pendekatan
perundang-undangan. Analisis difokuskan pada sumber-sumber hukum primer,
seperti KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, serta didukung oleh literatur
dan penelitian terdahulu. Studi ini tidak membahas aspek sosiologis secara
mendalam, tetapi lebih menitikberatkan pada interpretasi hukum yang berlaku
dalam konteks pembagian waris anak dengan ibu sambung. Hal ini diharapkan
dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadilan dan perlindungan

hukum bagi anak-anak dalam keluarga yang memiliki dinamika seperti ini.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perbandingan filosofi, asas, dan Pasal-Pasal yang mengatur
pembagian waris dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Menganalisis pembagian hak waris anak dalam kedua sistem hukum tersebut.

3. Menganalisis pembagian hak waris anak yang memiliki ibu sambung dalam
perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dibagi menjadi dua aspek, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis
Memberikan masukan dan manfaat dalam bidang imu hukum serta dapat
menadi bahan kajian lebih lanjut tentang pembagian waris, khususnya dalam
konteks anak dengan ibu sambung.

2. Kegunaan Praktis
Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan praktisi hukum mengenai
pembagian waris dalam situasi yang melibatkan ibu sambung, serta memahami
hak-hak waris berdasarkan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam,

sehingga dapat meminimalkan konflik keluarga.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Hukum Waris
2.1.1. Pengertian Waris

Secara etimologis, "warisan™ berasal dari kata dasar "waris" yang berarti harta
peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Waris adalah perpindahan harta
peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang
masih hidup. Hukum waris mengatur tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli
waris, bagaimana cara pembagian harta warisan, dan bagaimana menyelesaikan
hutang warisan. Dalam konteks ini, hukum waris berfungsi untuk memastikan
bahwa pembagian harta dilakukan secara adil sesuai dengan peraturan hukum

yang berlaku.

Pengertian hukum waris sendiri memiliki cakupan yang luas, yakni mencakup
aspek normatif dan sosial. Secara normatif, hukum waris bertujuan untuk
memberikan kejelasan hukum agar tidak terjadi konflik dalam pembagian harta
warisan. Secara sosial, hukum waris mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh
masyarakat, termasuk nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab antar

anggota keluarga.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan
harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli
waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum waris dimasukkan dalam
bagian tentang hukum benda. Karena dianggap hukum waris itu mengatur cara-
cara memperoleh hak atas benda-benda. Yaitu benda-benda yang di tinggalkan

seseorang.’

® Adriaman, Mahlil, et al.( 2024) Hukum Perdata. CV. Gita Lentera, him 27.



Hukum waris pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok yaitu yang merupakan
objek pewarisan, atau harta peninggalan, siapa yang berhak atau ahli waris
dasanyan bagaimana aturan pembagiannya. Hukum waris adalah hukum yang
mengatur tentang Peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang

meninggal serta akibat bagi ahli warisnya.™

Berdasarkan konteks hukum, warisan adalah keseluruhan kekayaan yang
ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda (objek material) maupun hak
dan kewajiban yang melekat padanya. Ini mencakup segala aset, baik bergerak
maupun tidak bergerak, piutang, dan juga utang-utang yang belum terselesaikan.
Ada berbagai definisi atau penjelasan mengenai hukum waris yang diajukan oleh
beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Pitlo mendefinisikan "Hukum Waris" sebagai kumpulan peraturan yang
mengatur hal-hal mengenai harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah
meninggal serta dampak pemindahan harta ini bagi mereka yang
menerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun dengan pihak
ketiga.

2. Wibozoo Reksopradoto, menjelaskan bahwa “Warisan” merupakan suatu cara
untuk menyelesaikan hubungan hukum dalam masyarakat mengenai hak-hak
dan kewajiban-kewajiban dari seorang yang telah meninggal berkaitan dengan
harta yang ditinggalkannya, serta cara-cara pemindahannya kepada orang yang
masih hidup.

3. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan “Warisan” sebagai masalah tentang
bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban terkait dengan harta milik
seseorang yang telah meninggal akan dialihkan kepada orang lain yang masih
hidup.

4. P.N. Hadi Poerwaka ‘“Warisan” adalah semua harta kekayaan yang
ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan yang akan dialihkan

kepada ahli warisnya.

10 Maiyori, C., Harianto, W., & Rizana, R. (2024)."Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli
Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan Dalam
Bentuk Utang Di Indonesia." Jurnal Karya limiah Multidisiplin (JURKIM), Vol. 4, No. 1, him 48.
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Dari beberapa definisi atau pengertian hukum waris yang diberikan oleh para
sarjana di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di dalam hal pewarisan itu
terdapat tiga unsur mutlak yang harus ada yaitu:

1. Pewaris,

2. Ahli waris, dan

3. Harta warisan.**

Praktiknya hukum waris di Indonesia menghadapi tantangan karena adanya
keragaman sistem hukum. Misalnya, dalam kasus keluarga yang beragama Islam,
Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman utama, sedangkan untuk keluarga non-
Muslim, KUH Perdata lebih dominan. Keragaman ini mencerminkan pluralitas

hukum di Indonesia, tetapi juga memunculkan potensi konflik.

Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada Pasal 171 ayat (a) yang
berbunyi “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Secara garis
besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang
kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup

dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

2.1.2. Hukum Waris Dalam KUH Perdata

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum perdata di Indonesia. KUH
Perdata mengatur pewarisan sebagai suatu proses hukum di mana harta kekayaan
seorang yang meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya. Di Indonesia,
pengaturan utama mengenai hukum waris terdapat dalam Buku Il KUH Perdata
yang meliputi Bab XII sampai Bab XVIII.

KUH Perdata, yang merupakan warisan kolonial Belanda, menganut sistem waris
individual dan bilateral, di mana setiap individu memiliki hak untuk mewarisi dan

diwarisi. KUH Perdata menitikberatkan pada pembagian harta peninggalan secara

"' Tedjosaputro, Liliana. (2021). Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris dari sudut
pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek). Butterfly Mamoli Press, him 6-7.
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individual kepada ahli waris yang sah.KUH Perdata mengatur warisan sebagai
pengalihan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli
warisnya. Harta warisan dalam sistem hukum waris perdata yang bersumber pada
BW (Burgerlijk Wetboek) meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban
pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.*?

Menurut KUH Perdata, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris. KUH Perdata
mengatur pembagian waris berdasarkan sistem kekerabatan garis lurus dan derajat
hubungan keluarga. Ada dua cara utama seseorang dapat memperoleh warisan
menurut KUH Perdata:

1. Menurut Undang-Undang (Ab Intestato): Ini adalah cara yang paling umum, di
mana warisan dibagi berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata jika
pewaris tidak meninggalkan surat wasiat atau surat wasiatnya tidak sah.

2. Menurut Surat Wasiat (Testamentair): Pewaris dapat menentukan sendiri
pembagian warisannya melalui surat wasiat yang dibuat sesuai dengan
ketentuan undang-undang. Namun, kebebasan pewaris untuk berwasiat dibatasi
oleh legitieme portie (bagian mutlak), yaitu bagian dari harta peninggalan yang
harus diberikan kepada ahli waris golongan tertentu dan tidak dapat dihapus
oleh surat wasiat (Pasal 913 KUH Perdata).*®

Hukum waris KUH Perdata dalam pewarisan mempunyai tiga unsur pokok, yaitu:

1. Meninggalnya Pewaris, warisan baru terbuka atau dapat diwariskan setelah
pewaris meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata).

2. Adanya Harta Peninggalan, yaitu kekayaan pewaris yang berupa aktiva dan
pasiva (Pasal 833 KUH Perdata).

3. Adanya ahli waris, yaitu pihak yang berhak menerima warisan.

4. Kedudukan Ahli Waris: Ahli waris harus cakap untuk menerima warisan dan
tidak termasuk dalam kategori yang tidak patut mewarisi (Pasal 838 KUH

Perdata).**

2 Ali, Z., Op Cit, him 83.

3 Adam, R. C. (2024). "Serba Serbi Hukum Waris." Ethics and Law Journal: Business and
Notary, Vol 2 No. 2, him 120.

“Ibid, him 123.
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Pembagian warisan dalam sistem hukum waris ini, dilakukan dengan prinsip
bahwa ahli waris golongan yang lebih dekat menggugurkan hak waris dari
golongan yang lebih jauh. Misalnya, apabila pewaris memiliki anak, maka orang
tua pewaris tidak mendapatkan bagian waris karena digantikan oleh keturunan
yang lebih dekat. Selain itu, untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-
syarat yaitu :

1. Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meningal dunia,
sebagaimana disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dapat
dibedakan menjadi :

a. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh ( mati hakiki) , yaitu
dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar mati.

b. Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu tidak diketahui
secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa
ia sudah mati."

2. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris Orang yang berhak atau ahli waris
atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si
pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

a. Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar masih
hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera.

b. Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara kenyataan masih hidup.
Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya ( Pasal 1
ayat 2 KUH Perdata).

Pelaksanaan pembagian warisan dalam KUH Perdata tidak hanya mengatur
mengenai siapa saja yang berhak sebagai ahli waris, tetapi juga mencakup
prosedur hukum yang harus ditempuh untuk memastikan pembagian tersebut
berjalan sesuai aturan. Apabila di antara para ahli waris muncul perselisihan
mengenai besaran bagian, keabsahan wasiat, atau kedudukan sebagai ahli waris,
maka penyelesaian sengketa dapat diajukan ke pengadilan sebagai lembaga yang

berwenang. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem waris dalam KUH Perdata

% |smaya, N., & Safriani, A. (2022). "Tinjauan Yuridis terhadap Ahli Waris Pengganti
dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata di Indonesia." Alauddin Law
Development Journal, Vol 4 No. 3, him 763.



13

bersifat yuridis formal, menjunjung kepastian hukum, dan memberikan ruang bagi
penyelesaian sengketa melalui jalur hukum untuk menghindari ketidakpastian
dalam keluarga.

2.1.3. Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum waris menurut islam bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan
dalam pembagian harta, berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan
Hadis. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam
di dunia dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum waris Islam di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan
diundangkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam (KHI). KHI adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian
kitab figih, KHI tidak hanya menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa
waris di lingkungan Peradilan Agamas (PA) dalam menyelesaikan masalah
perkawinan kewarisan dan wakaf. Adapun pengertian hukum kewarisan menurut
Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI).'®

Figih mawaris merupakan ilmu yang digunakan untuk mengetahui tata cara
pembagian dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian,
siapa yang tidak mendapat bagian dan berapa besar bagiannya adalah ilmu faraid.
Al-Faraid ( o= 34 1) adalah bentuk jamak dari kata Al-Farid (4= 2, l)yang
oleh para ulama diartikan semakna dengan lafaz mafruzah, yaitu bagian-bagian

yang telah ditentukan kadarnya.'’

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu Al-miirats, bentuk dari kata waritsa-
yaritsuirtsan-miiraatsan, yang memiliki arti berpindah nya sesuatu dari seseorang
kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna Al-

miirats berdasarkan istilah yaitu hak kepemilikan dari orang yang meninggal

% Suma, M. A. (2013). Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan
Konteks. Rajawali Pers, him17.
' Muhibbussabry. (2020). "Fikih Mawaris." him 28.
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kepada ahli Waris nya yang masih hidup, baik yang di tinggal kan itu berupa harta
uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.

Hukum waris menurut islam didefinisikan dengan hukum yang menjelaskan
tentang ketetapan atau aturan aturan yang berkaitan dengan pengalihan hak atau
kewajiban atas tirkah atau harta peninggalan mayit pada ahli waris, menentukan
atau mengidentifikasi para ahli waris dan bagiannya masing-masing. Kompilasi
hukum Islam Pasal 171 ayat 1 mengartikan hukum waris sebagai hukum yang
mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta peninggalan pewaris,

menentukan yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.*®

Kompilasi hukum Islam pada Pasal 171 menjelaskan pengertian tentang waris
yaitu “Hukum Waris Islam sepenuhnya ialah aturan yg dirancang untuk mengatur
terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, serta memilih
siapa saja yang berhak menerima serta menjadi ahli warisnya, dan juga jumlah
bagian tiap ahli waris”. Oleh sebab itu, di dalam Islam tertera hukum waris untuk
menentukan siapapun yang akan dijadikan ahli waris, jumlah serta jenis atau

peninggalan yang akan diberikan pewaris kepada ahli warisnya.

KHI mengatur bahwa ahli waris yang berhak menerima harta warisan meliputi

ahli waris karena hubungan darah (nasab) seperti anak, orang tua, saudara

kandung, dan kakek-nenek, serta ahli waris karena hubungan perkawinan seperti

suami atau istri. KHI juga menekankan bahwa sebelum harta warisan dibagi, ada

beberapa kewajiban yang harus diselesaikan dari harta peninggalan pewaris,

yakni:

1. Biaya Pemakaman

2. Pelunasan Hutang Pewaris

3. Pelaksanaan Wasiat (maksimal sepertiga dari harta), dan sisanya baru dibagi
kepada ahli waris. Hal ini disebut sebagai tashfiyah al-tirkah (penyelesaian
harta waris), yang harus dilakukan sebelum pembagian hak waris.

Konsep hukum waris dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang

penting untuk dipahami. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan bagi peraturan

¥ Hamidah, S., et al. (2021). Hukum Waris Islam. Universitas Brawijaya Press, him 3.
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hukum waris dalam agama Islam dan memastikan keadilan dalam pembagian
harta warisan. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam hukum waris Islam:
1. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan
Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an yang menegaskan pembagian
harta warisan secara proporsional kepada ahli waris yang berhak. Salah satu
prinsip penting adalah adanya ketentuan yang berbeda antara laki-laki dan
perempuan. Pembagian warisan yang adil memastikan bahwa hak-hak setiap
ahli waris terpenuhi dan mencegah ketidakadilan atau penyalahgunaan harta

warisan.

2. Hak Ahli Waris Tetap Terjaga
Hukum waris dalam Islam memastikan bahwa hak-hak ahli waris tetap
terjaga. Anak-anak dan pasangan yang ditinggalkan oleh almarhum
memiliki hak yang diakui dalam pembagian harta warisan. Meskipun ada
aturan yang mengatur pembagian warisan berdasarkan hubungan keluarga dan

jenis kelamin, hak-hak tersebut tetap diperhatikan dan dihormati.

3. Prioritas Keluarga Inti
Hukum waris dalam Islam memberikan prioritas kepada keluarga inti dalam
pembagian warisan. Anak-anak, pasangan, orang tua, dan saudara-saudara
memiliki hak prioritas dalam menerima bagian warisan. Prinsip ini
mencerminkan pentingnya tanggung jawab keluarga dan kewajiban saling

membantu dalam Islam.

4. Perlindungan Anak Yatim
Hukum waris dalam Islam memberikan perhatian khusus terhadap
perlindungan anak yatim. Anak yatim memiliki hak istimewa dalam
pembagian warisan dan mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan

harta warisan mereka.

5. Larangan Wasiat yang Tidak Adil
Hukum waris dalam Islam melarang wasiat yang tidak adil. Wasiat adalah
ketentuan tertulis yang dibuat oleh seseorang sebelum meninggal yang

mempengaruhi pembagian harta warisan.
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2.2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

2.2.1. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris merupakan salah satu unsur penting dalam hukum waris karena mereka
adalah subjek yang menerima hak atas harta peninggalan pewaris. Ahli waris
adalah anggota keluarga yang berhak atas pengalihan atau pengalihan harta benda
dari orang yang meninggal, saudara sedarah yang sah atau tidak, atau suami atau
istri yang masih hidup dari pasangan yang meninggal.

KUH Perdata tidak mengenal perbedaan antara ahli waris laki-laki dan
perempuan. Pengertian ahli waris diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata yang KUH
Perdata menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga
sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar
perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.’® Menurut Pasal 830
KUHPerdata, warisan hanya terbuka karena kematian dan hanya bagi mereka

yang hidup atau dianggap hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada
saat meninggal dunia yang memiliki hubungan darah (kekerabatan) atau
pernikahan dengan muwarits atau pewaris saat meninggal dan beragama Islam
serta tidak ada penghalang untuk bisa menjadi ahli waris dikarenakan hukum.
Ahli waris menurut KHI Pasal 171 ¢ adalah orang yang pada saat meninggal
dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. meninggalkan

ahli waris dan harta peninggalan.

Berdasarkan Hukum Islam, ada dua jenis hubungan yang menjadi dasar waris,
yaitu nasab (hubungan darah) dan sabab (hubungan karena sebab lain seperti
pernikahan). Anak, ayah, ibu, suami, istri, dan saudara kandung termasuk dalam
golongan ahli waris. KHI juga mengatur bahwa anak angkat tidak menjadi ahli
waris secara otomatis, namun dapat diberi harta melalui hibah atau wasiat

wajibah.

19 Aningsih, K. R. (2022). “Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari
Hukum Perdata”. Jurnal Hukum Yarsi, him 244.



17

Menurut hukum Islam, ahli waris adalah orang yang menerima warisan dari
pewaris melalui hubungan kekerabatan atau perkawinan. Dalam hukum Islam,
ahli waris ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Ahli waris nasabiyah, yaitu mereka yang berhak mendapatkan warisan karena
hubungan karabat, kekerabatan, atau nasab. Baik hubungan lurus ke atas, lurus
ke bawah, maupun cabang seperti saudara kandung, paman, bibi, anak, cucu,
cicit, orang tua, saudara kandung.

2. Ahli waris sababiyah, yaitu mereka yang berhak mendapatkan warisan karena
pernikahan suami atau istri.

3. Ahli waris karena hubungan wa’la (memerdekakan budak), yaitu orang yang
memerdekakan budak berhak menerima harta warisan dari budak tersebut,
begitu juga sebaliknya jika tidak ada ahli waris lainnya.

4. Keempat, anak yang baru lahir menangis, maka ia akan mewarisi. Kelima,
kematian yang bersamaan, misalnya anak laki-laki dan laki-laki yang

tenggelam, tidak saling mewarisi.?

Orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang
meninggal dunia (pewaris). Disamping karena hubungan kekerabatan (darah) dan
perkawinan tersebut diatas, seseorang baru dapat menjadi ahli waris kalau
memenuhi syarat-syarat:

1. Masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia

2. Tidak ada yang menghalanginya menjadi ahli waris

3. Tidak tertutup oleh ahli waris utama.*

Berdasarkan urutannya, terdapat 4 macam golongan ahli waris yang sah, yaitu:

1. Golongan | (Pertama) adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu:
Suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
2. Golongan Il (Kedua) adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu: Orang

tua (bapak dan ibu) dan saudara kandung pewaris.

%% |usiana, V. (2022). "Hukum Kewarisan Di Indonesia." Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian
Islam, Pendidikan, Ekonomi, VVol. 8 No. 2 Juli 2022, him 295.

2! JDIH Kabupaten Sukoharjo, “Pembagian Waris Menurut Islam,” diakses 22 April 2025,
https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pembagian-waris-menurut-islam,.


https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pembagian-waris-menurut-islam?utm_source=chatgpt.com

18

3. Golongan Il (Ketiga) adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas
sesudah bapak dan ibu pewaris, yaitu: Kakek, nenek dan terus ke atas.

4. Golongan IV (Keempat) adalah keluarga lainnya dalam garis menyamping
sampai dengan derajat keenam, yaitu: Paman, bibi dan keturunannya sampai
derajat keenam dihitung dari pewaris, serta Saudara kakek dan nenek beserta

keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.??

2.2.2. Hak Waris Anak Menurut KUH Perdata

Landasan hukum perdata Indonesia tercermin dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan hukum acuan utama dalam hal-
hal penting termasuk masalah waris. Pengaturan seperti hak dan kewajiban ahli
waris serta tata cara pembagian harta warisan didasarkan pada KUH Perdata.
Dalam sistem hukum waris perdata, anak merupakan ahli waris utama dari

pewaris berdasarkan garis keturunan lurus ke bawah.

Posisi anak sebagai ahli waris diatur secara tegas dan sistematis dalam
KUHPerdata, khususnya dalam Pasal 832 sampai Pasal 913. Menurut Pasal 832
KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, dan suami
atau istri yang hidup lebih lama. Dalam hal ini, anak sah merupakan pihak
pertama yang mendapat prioritas dalam pewarisan. Hal ini didasarkan pada
prinsip bahwa harta peninggalan pewaris pada dasarnya merupakan bentuk
kelanjutan tanggung jawab terhadap keturunannya.

Hak waris anak merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum perdata di
Indonesia, diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata). Keberadaan anak dalam suatu keluarga secara otomatis
menimbulkan hak-hak tertentu terhadap harta peninggalan orang tuanya, dan
KUHPerdata memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak tersebut.
Anak adalah ahli waris golongan pertama yang memiliki kedudukan paling kuat

dalam menerima warisan.

> Basti, N. P., Agustian, S. L., & Rahayu, S. W. (2020)."HUKUM WARIS DAN
KEBUTUHAN BISNIS DALAM WARIS." Jurnal Aktual Justice, Vol.5, No.1, him 74-77.
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KUH Perdata dalam hal ini mencerminkan prinsip bahwa warisan bukan hanya
tentang hak, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Berikut
hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu:

1. Hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan. Berdasarkan ketentuan
Pasal 1066 KUH Perdata setelah pewaris meninggal maka harta warisan
terbuka untuk dibagi namun ada kesepakatan yang dilakukan para ahli waris
mau dibagi sekarang atau kemudian. Kesepakatan untuk tidak membagi
warisan adalah dalam waktu lima tahun, setelah lima tahun tersebut dapat
diadakan kesepakatan kembali di antara para ahli waris.

2. Hak Saisine. Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 833 KUH Perdata.
Seseorang dengan sendirinya karena hukum mendapatkan harta benda, segala
hak, dan piutang dari pewaris, namun seseorang dapat menerima atau menolak
bahkan mempertimbangkan untuk menerima suatu warisan. Konsekuensi dari
Pasal ini maka semua kewajiban pewaris merupakan tanggungjawab ahli waris.

3. Hak Beneficiary. Berdasarkan ketentuan Pasal 1023 KUH Perdata. Hak
beneficiary yakni hak untuk menerima warisan dengan meminta pendaftaran
terhadap hak dan kewajiban, utang, serta piutang dari pewaris;

4. Hak Hereditas Petitio. Berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUH Perdata. Hak

hereditas petitio yakni hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris.*®

KUH Perdata menjelaskan bahwa Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam
ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita. Anak-anak tersebut
secara otomatis memperoleh hak waris penuh atas harta peninggalan orang tua
mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata. Hak ini dikenal
sebagai hak legitimasi, yang berarti bahwa anak-anak memiliki hak mutlak atas
bagian tertentu dari harta peninggalan orang tuanya. Hak ini tidak dapat diganggu

gugat oleh pihak lain, termasuk pasangan baru dari salah satu orang tua.**

% Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). "Pembagian Harta Waris Kepada
Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.” TATOHI: Jurnal llmu Hukum, Vol 1, No 4, him 361.

* Heradhyaksa, B. (2022). Hak waris dalam hukum acara perdata. Modul Bagian dari
Bahan Ajar Hukum Perdata. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, him 20.
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2.2.3. Hak Waris Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam anak kandung memiliki kedudukan utama sebagai ahli
waris. Pasal 171 huruf ¢ KHI menyatakan bahwa anak adalah keturunan langsung
dari hubungan pernikahan yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku
di Indonesia memberikan perhatian khusus pada hak waris anak, dengan
berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam KHI, anak kandung dari
pewaris memiliki hak utama atas harta peninggalan orang tuanya. Hukum waris
dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam KHI, berpijak pada dalil-dalil syar’i
yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’ ulama, yang menegaskan

pentingnya keadilan dalam pembagian warisan.?

Hak waris anak telah ditegaskan secara eksplisit dalam QS. An-Nisa ayat 11, yang
menyatakan bahwa Allah telah menentukan bagian-bagian warisan secara rinci
bagi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana anak laki-laki
mendapatkan bagian dua kali lebih besar daripada anak perempuan, sesuai
ketentuan QS. An-Nisa: 11, yaitu: “Allah mewasiatkan kepada kamu tentang
(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama
dengan bagian dua orang anak perempua” Ketentuan ini diterapkan pula dalam
KHI Pasal 176.

Prinsip utama dalam KHI adalah bahwa anak laki-laki menerima bagian yang
lebih besar dibandingkan anak perempuan, yaitu dua kali lipat dari bagian
perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab finansial yang lebih
besar yang dibebankan kepada laki-laki dalam keluarga. Meskipun demikian,
prinsip ini sering kali dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan
dan keadilan dalam konteks kehidupan keluarga. Hak anak dalam waris juga
mencakup tanggung jawab terhadap utang pewaris. Menurut prinsip figh, warisan
baru dapat dibagikan setelah diselesaikannya utang, biaya pemakaman, dan
pelaksanaan wasiat (jika ada). Oleh karena itu, anak sebagai ahli waris juga

memiliki tanggung jawab moral dan hukum atas warisan yang diterima.

% Hashi, H. (2018)."Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda
Agama”. Al-Ishlah: Jurnal llmiah Hukum, Vol. 20 No. 1, him 42.



21

KHI juga menekankan pentingnya musyawarah keluarga dalam menyelesaikan
perselisihan terkait pembagian warisan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga
harmoni dalam keluarga dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Dalam
konteks ini, mediasi sering kali menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan
penyelesaian melalui pengadilan. Hak waris anak menurut KHI mmemberikan
perlindungan hukum yang kuat terhadap hak waris anak serta landasan hukum
yang jelas dan adil, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan
keseimbangan. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan dalam KHI sangat
penting untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan tercapai keadilan dalam

pembagian warisan.

2.3. Pengertian Ibu Sambung

Istilah ibu sambung merujuk pada perempuan yang menikah dengan ayah dari
seorang anak dari pernikahan sebelumnya, sehingga menjadi bagian dari keluarga
tanpa memiliki hubungan darah langsung dengan anak tersebut. Beberapa kasus
seorang ayah memilih untuk menikah lagi setelah melakukan perceraian.
Kehadiran ibu sambung bisa menciptakan dinamika yang berbeda. Anak-anak
harus beradaptasi dengan keberadaannya, yang mungkin memiliki cara
pengasuhan yang berbeda. Seorang istri akan menjadi ibu bagi anak-anaknya,
tetapi hal ini dapat berbeda jika ia menikah dengan seorang duda yang

mempunyai anak, ia akan menjadi ibu sambung bagi anaknya.?®

Secara umum ibu sambung adalah hasil dari pernikahan Ayah setelah ibu kandung
tiada atau mengalami perceraian. Ibu sambung erat kaitannya dengan posisi atau
status yang rendah atau bahkan dikesampingkan karena dianggap bukan ibu asli
dari anak-anak sang suami. Ibu sambung adalah seorang wanita yang dinikahi
olen ayah kandung setelah ayah dan ibu kandung tidak memiliki ikatan
pernikahan karena perpisahan atau kematian. Ibu sambung adalah sosok wanita

pengganti ibu kandung dan tidak memiliki ikatan darah.

*® Karim, A., Hayati, A. N., & Permatasari, R. F. (2024)."Gambaran Positive Parenting
pada Ibu Sambung di Samarinda." Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Volume 6
No 2, him 205.
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Mengenai orang tua sambung merupakan seseorang yang menikah dengan salah
satu orang tua kandung atau dikenal dengan istilah remarriage, akibat dari
pernikahan ini orang tua sambung menjalankan peran selayaknya orang tua
kandung sebagai orang tua pengganti yakni mempunyai hubungan kekeluargaan
dengan anak-anak dari pernikahan sebelumnya serta berperan dalam mengasuh

dan membentuk karakter anak dalam keluarga.”’

2.4.Kerangka Pikir

[ Pembagian Hak Waris ]

; '

[ KUH Perdata J [ Kompilasi Hukum Islam J

T 4

Perbandingan
Pembagian Hak Waris

\4 A \ 4

Filosfi, Asas-asas, Pembagian Hak Waris Pembagian Hak Waris
dan Pasal-pasal Anak Menurut KUH Anak Yang Memiiki
Dalam Pembagian Perdata dan Kompilasi Ibu Sambung Menurut
Waris Hukum Islam KUH Perdata dan

Kompilasi Hukum
Islam
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%7 Supardi, T. E. P., & Musyafaah, N. L. (2024)."Pengasuhan Orang Tua Sambung Dalam
Mewujudkan Keluarga yang Harmonis Perspektif Hukum Islam." Komparatif: Jurnal
Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam , Vol 4 No. 2, him 150.
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Keterangan

Berdasarkan uraian pada kerangka pikir, pembagian hak waris merupakan salah
satu aspek penting dalam hukum keluarga. Kedua dasar hukum tersebut adalah
KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang mencerminkan
hukum perdata dari tradisi Barat, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang
mengatur hukum waris bagi umat Islam. Pokok perhatian dalam penelitian ini
adalah Perbandingan Pembagian Hak Waris antara kedua sistem tersebut.
Kerangka pikir ini kemudian difokuskan pada Filosofi, Asas-asas, dan Pasal yang
mengatur pembagian waris dan pembagian hak waris untuk anak berdasarkan
KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, penelitian ini secara
khusus membahas masalah waris yang melibatkan anak memiliki ibu sambung,
dengan menganalisis bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur
pembagian warisan secara adil. Perbandingan antara KUH Perdata dan Kompilasi
Hukum Islam diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai solusi hukum terbaik untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.



I11. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kerangka kerja atau rencana yang digunakan oleh
peneliti untuk mengatur proses pencarian pengetahuan secara sistematis dan
objektif. Dalam konteks penelitian akademis atau ilmiah metodologi mengacu
pada serangkaian prinsip, aturan, dan prosedur yang digunakan untuk merancang
dan melaksanakan penelitian serta untuk menganalisis data yang diperoleh dari

penelitian tersebut.?®

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada peneltian ini adalah peneltian
hukum normatif atau penelitian kepustakaan (Library Research). yaitu dengan
mempelajari peraturan perundang-undang buku-buku dan lainnya yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengkajian ini bertujuan untuk
mengatur ketentuan mengenai pewarisan harta menurut hukum waris perdata dan

kompilasi hukum Islam.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang mana penelitian hukum
deskriptif  bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran
(deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tempat
tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.?® Bertujuan untuk
menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai pembagian hak

waris bagi anak dalam perspektif KUH perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

% pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). Metodologi Penelitian; Konsep,
Strategi, dan Aplikasi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, him 1.

% Abdulkadir, M. (2010).Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, him
2.
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3.3. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian dibutuhkan pendekatan (approach). Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perbandingan (comparative
approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan dua
atau lebih sistem hukum. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji dan membandingkan pengaturan hak waris anak yang memiliki
ibu sambung berdasarkan dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah dari mana asal data dak didapat atau diperoleh. Pada
penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa kumpulan data yang
diperoleh dari literatur hukum seperti buku, jurnal, artikel, dan tulisan akademik

lainnya yang relevan dengan topik penelitian. *

Data sekunder sendiri tebagi menjadi tiga yaitu :

1. Bahan Hukum Primer (Primary Law Material)
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang
mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak
berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian
ini,yaitu terdiru dari :
a. Al-Qur'an
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
c. Kompilasi Hukum Islam
d. Putusan Nomor: 97/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

2. Bahan hukum sekunder (Secondary Law Material)
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan
memahami bahan hukum primer. Baham hukum sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal hukum, dan karya ilmiah lainnya

yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

% Wiranata, I. G. A. B., & Agustine, Y. A. M. R. (2018). Sample dan Titik Sampel dalam
Penelitian, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, him 71.
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3. Bahan Hukum Tersier (Tertiary Law Material)
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti
Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat sarjana atau ahli

hukum, serta bersumber dari website.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
kepustakaan (library research), di mana data diperoleh dengan cara menelaah
berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku hukum,
jurnal, artikel, serta literatur akademik lainnya yang terkait dengan pembagian
waris dan posisi anak dengan ibu sambung. Melalui studi kepustakaan ini, peneliti
akan mengumpulkan informasi dan referensi yang mendalam mengenai ketentuan
hukum yang berlaku serta pandangan para ahli hukum, yang kemudian akan

dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3.6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah kumpulan langkah-langkah yang bertujuan untuk
menyusun, menyelaraskan, dan mempersiapkan data yang sudah dikumpulkan
agar siap untuk dianalisis. Langkah-langkah dalam metode pengolahan data yang
dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Pemeriksaan data, yaitu penentuan data sesuai dengan pokok bahasan dipilah
disederhanakan dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan topik
penelitian.

2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis,
sehingga mudah dipahami.

3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap

pokok bahasa secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
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3.7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif
kualitatif, di mana peneliti menganalisis norma-norma hukum yang terdapat
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian hak waris bagi anak yang memiliki ibu
sambung. Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan akan dianalisis
dengan cara membandingkan kedua sistem hukum tersebut, serta memahami
implikasi hukum dari keberadaan ibu sambung dalam pembagian waris. Proses ini
juga melibatkan penghubungan teori hukum dengan fakta hukum yang ada, guna
memberikan penjelasan mendalam tentang penerapan hukum waris dalam konteks
keluarga dengan ibu sambung. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menyusun

kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian.



V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya,

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan Filosofi, Asas-Asas, dan Pasal-Pasal dalam KUH Perdata dan
Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian waris menunjukkan adanya
perbedaan mendasar dalam landasan pemikiran dan tujuan hukum. KUH
Perdata didasarkan pada filosofi hukum barat yang menekankan
individualisme, persamaan hak, dan kepastian hukum. Sebaliknya, Kompilasi
Hukum Islam didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam yang menekankan
keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta aturan Al-Qur'an dan Hadis.
Perbedaan filosofi tersebut tercermin dalam Asas-Asas hukum waris serta
pengaturan Pasal-Pasal yang mengatur pembagian warisan.

2. Pembagian Hak Waris Anak menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum
Islam juga menunjukkan perbedaan yang mendasar. Dalam KUH Perdata Anak
diposisikan sebagai ahli waris Golongan I, mereka adalah ahli waris prioritas
utama yang memperoleh bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis
kelamin, di mana anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang
sama besar (1:1) yang diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata. Sementara itu,
dalam Kompilasi Hukum Islam, Anak kandung, baik laki-laki maupun
perempuan, termasuk dalam kelompok ahli Waris Sababiyah Nasab (karena
hubungan darah). Bagian waris anak ditentukan berdasarkan aturan syariat,
anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan
(2:1) diatur dalam Pasal 176 KHI.
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3. Pembagian Hak Waris Anak yang Memiliki Ibu Sambung Perspektif KUH
Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam KUH Perdata, anak sebagai ahli
waris golongan 1 tetap memperoleh hak waris berdasarkan hubungan darah
dengan orang tua kandungnya, sedangkan ibu sambung hanya mewarisi dari
suaminya sebagai istri pewaris tidak melebihi 1/4 tergantung jumlah ahli waris.
Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, anak kandung tetap menjadi
ahli waris utama dengan pembagian sesuai ketentuan syariat. Hak ibu sambung
terbatas pada bagian sebagai istri pewaris 1/8 (jika pewaris meninggalkan
anak). KUH Perdata maupun KHI sama-sama memberikan perlindungan
terhadap hak waris anak kandung, meskipun menggunakan dasar dan prinsip

pembagian yang berbeda.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk perundang-undangan, diperlukan pengaturan yang lebih tegas
dan jelas terkait pembagian waris dalam keluarga dengan struktur perkawinan
kedua. Pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif diperlukan agar dapat
meminimalkan terjadinya perbedaan penafsiran serta sengketa waris di
masyarakat kemudian hari.

2. Bagi Pewaris dan Keluarga, khususnya yang memiliki struktur keluarga
campuran (Step-Family), pewaris disarankan untuk membuat perencanaan
waris secara jelas, seperti melalui wasiat yang sah menurut hukum, agar
pembagian harta warisan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di

kemudian hari.
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